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PP 60/2008 Sistem 

Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) 

PP 192/2014 Badan 

Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) 

Inspres 9/2014 

Peningkatan Kualitas SPI 

dan Keandalan 

Penyelenggaraan Fungsi 

Pengawasan Intern dalam 

Rangka Mewujudkan 

Kesejahteraan Rakyat 

Perpres 7/2015 

Organisasi 

Kementerian Negara 

Perka BPKP 5/2021 PM 

Maturitas SPIP Terintegrasi

PMA 24/2011 Penyelenggaraan 

SPIP di Lingkungan Kemenag

KMA 1100/2019 

Satgas SPIP pada 

Kemenag Pusat 

KMA 580/2019 

Pedoman 

Pelaksanaan SPIP 

pada Kemenag

PMA 6/2022 

Ortaker Instansi 

Vertikal pada 

Kemenag
PMA 72/2022 Organisasi dan Tata Kerja 

(Ortaker) Kemenag 

SPI adalah  proses  yang  integral pada  tindakan  dan kegiatan  

yang  dilakukan  secara  terus-menerus  oleh pimpinan  dan  seluruh  

pegawai untuk  memberikan keyakinan  memadai  atas  tercapainya  

tujuan  organisasi melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  

keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara, 

dan  ketaatan  terhadap  peraturan  Per-UU

SPIP adalah SPI yang 

diselenggarakan secara 

menyeluruh di lingkungan 

pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah.
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PP No. 60  Tahun  2008  tentang  

Sistem  Pengendalian  Intern  

Pemerintah  (SPIP)

GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM 

(GICS) → 5 UNSUR
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Jumlah Sasaran Strategis (SS) 

Kementerian Agama sebanyak 13, 

Sampling minimal 30% SS = 4 SS 

(minimal)

Jumlah Satker Eselon I-II Mandiri 

sebanyak 117 satker, dengan rincian: 

1. Unit Eselon 1 Pusat: 11 Satker;

2. Kanwil Kemenag Propinsi: 34 Satker; dan

3. PTKN: 72 Satker.

Jumlah Satker Sampling sebanyak 50% -→ 59 

Satker
Tahun 2021 telah dilakukan pendampingan 46 satker, 

sehingga di tahun 2022 tetap dijadikan satker sample PM 

SPIP Terintegrasi tahun 2022

Sasaran Strategis (SS) Kemenag 2020-2024 

(PMA 18 Tahun 2020 – Renstra Kemenag 2020-2024)

SS1 Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan 

ajaran agama

SS2 Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan 

umat beragama 

SS3 Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya

SS4 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan 

beragama 

SS5 Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan 

umat 

SS6 Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran 

SS7 Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan 

SS8 Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik 

SS9 Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan 

SS10 Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa 

SS11 Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas 

SS12 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang 

efektif, transparan, dan akuntabel 

SS13 Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan 

kebijakan 
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TERIMA KASIH
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